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ABSTRAK

CATATAN

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam
suatu jaringan merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa untuk mengelola
dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di
berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu
jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Tim Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 45/HK.03.1-
Kpt/1708/KPU-Kab/IV/2020 diatur tentang : Menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
Menetapkan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

- Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2
April 2020;
- Lampiran sebanyak 2 halaman.



